SALINAN

BUPATI KARANGANYAR

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 59 TAHUN 2019 )
' TENTANG

SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS
DI LINGKUN GAN PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR DAN

o Me‘nix@bang o

o Mengipgat

PEMERINTAH DESA - T

v'lDEN GAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KARANGANYAR

“bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (3) |

Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 1

R Tahun 2018 tentang Penyelengaraan KearSIpan, perlu o

e menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Klas1ﬁka31

, Keamanan ‘dan Akses Arsip Dmamls di ngkungan

o Pemermtah Kabupaten Karanganyar Dan Pemerlntah,

' Desa, A B | | _

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang" ,
Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam

| ngkungan Propm31 Jawa Tengah a |

2.,‘-Undang-Undang Nomor 43" Ta.hun 2009 tentang |

~-Kear51pan (Lembaran Negara Repubhk Indones1a'
~ Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara:_
h Republlk Indonesm Nomor 5071), ‘ SRR
3. ;Undang—Undang Nomor 23 Tahuh 2014 tentang‘}!' |
-Pemerlntahan Daerah (Lembaran Negara Repubhk
~ Indonesia Tahun 2014 Nomor. 244, Tambahan
| . 'Lembaran Negara Repubhk Indonesm Nomor 5587),;7'
sebagalmana telah diubah beberapa kali terakh1r

‘denga_n Undang— Undang Nomor 9 Tahun 2015 '

| : f‘tentang Perubahan Kedua atas Undang—Undang
. Nomor 23 Tahun 20 14 tentang Pemerlntahan Daerah



(Lembaran Negara Republlk Indonesw. 'I‘ahun 2015»‘_"1;}’:
"u;;xNomor 58, Tambahan Lembaran Negara Repubhk .
| : Indones1a Nomor 5679), o I o |
4 '.fUndang-Undang Nomor 6> Tahun 2014 tentang Desa‘v._“- '
| (Lembaran Negara Repubhk IndoneSIa Tahun 2014

:_,Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Repubhk.: e
Indoncsxa Nomor 5495) - R RS
. ' Peraturan Pemermtah Nomor 28 'I‘ahun 2012 tentang -
o ;Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 |
- tentﬁlng Kear81pan (Lembaran Negara Repubhkf- ‘
v":'_',-,}".fiklndones1a Tahun | 2012 ‘Nomor 53, Tambahan o
o 5‘ 3 Lembaran Negara Repubhk Indones1a Nomor 5286), - o
. A .:; ,Peraturan Kepala Ar31p Nas1onal Repubhk Indones1a"_‘: “ »
i Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembuatan ( ;3 .
: Slstem KlasﬁikaSI Keamanan dan Akses Ars1p”,”,:f‘ f i‘.:“ .
e ‘z_: " iﬁDmaxms (Berlta Negara Repubhk Indonema Tahun;
© 2011 Nomor) . R R
1 }‘Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 11 B  _:"
'f,»'”,“vf,Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kcars1pan o
" ,(Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun
o f_f”f2018 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah o

',,}}Kabupaten Karanganyar Nomor 89), S

MEMUTUSKAN

e ,"'M,éfi‘étabk?n o ':_:i,PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM KLASIFIKASI
B W-'TKEAMANAN DAN AKSES ARSIP - DINAMIS DI

' LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ;

- E EKARANGANYAR DAN PEMERINTAH DESA

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

o : : Dalam Peraturan Bupat:l ini, yang dlmaksud dengan:’ o

Daerah adaiah Kabupaten Karanganyar -




.v'fPemenntah Daerah adalah Bupat1 sebaga1 unsur v
N penyelenggara Pemenntahan Daerah yang memlmpln» B ‘_ |
;:,pelaksanaan urusan pemenntahan yang men_]adllb”"
]l‘kewenangan daerah otonom ’ '
. vBupatl adalah Bupat1 Karanganyar _ . -
. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah d1- _:
- l1ngkungan Pemerlntah Kabupaten Karanganyar o
. Lembaga Kears1pan Daerah adalah Perangkat Daerah L

g yang mem111k1 fungs1, tugas dan tanggung jawab di
bldang pengelolaan Ar31p statls dan pembmaan e
| kears1pan di Kabupaten Karanganyar ’ -
.':Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang
- }’memlhkl batas wﬂayah yang berwenang ‘untuk
mengatur dan mengurus urusan pernenntahan
-kepentmgan ) masyarakat . setempat berdasarkanv‘} -
: prakarsa masyarakat hak asal usul, dan atau hak‘ |
tradlsmnal yang dlakm dan dlhorrnatl dalam 31stem»‘ o
: '"pemermtahan Negara Kesatuan Repubhk Indoncsm ,
:.Pemermtah Desa adalah Kepala Desa dibantu o
L perangkat Desa sebagau : unsur pcnyelenggara ‘
f:Pemermtahan Desa PR S

-Sekretanat Desa adalah unsur staf yang membantu E |

- Kepala Desa dalam menjalankan tugas dan wewenang

: :Kepala Desa A
Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu o

Kepala Desa dalam penyusunan kebljakan dan ‘,

- koordmam ang d1wadah1 dalam Sekretanat Desa dan :

:}l:unsur f-p dukung tugas Kepala Desa dalam N

o Pelaksanaan kebgakan yang d1wadah1 dalam bentuk ;

E pelaksana teknls dan unsur kewﬂayahan e

10

Pen01pta Ar51p adalah plhak yang mempunyal |

K kemandman dan otontas dalam pelaksanaan fungsi,
| . tugas dan tanggung Jawab di bldang pengelolaan Ar31p -
.‘_:dmamls . ' - : '

EEETH
o pen01pta Ar31p yang mempunyau tugas dan tanggung -

Unit Pengolah adalah satuan kexja/ urut kerja pada‘

o jawab mengolah semua Ar31p yang berka1tan dengan

- - keglatan penmptaan Ars1p d1 llngkungannya



12

Umt Kears:pan adalah satuan kerja/ un1t ker_]a pada B a

. penmpta Ars1p yang mempunyal tugas dan tanggung

) Jawab dala.m penyelenggaraan kearmpan

Bt

Ar81p adalah rekaman keg1atan atau perlstlwa dalam' -

berbaga1 bentuk “dan media  sesuai dengan'_ |

o . perkembangan teknologl 1nforrna81 dan komumkam

i yang d1buat ‘dan dltenma oleh Lembaga Negara, "

- pelaksanaan kehldupan bermasyarakat berbangsa? o

_»pemerlntavhan_ R daerah Lembaga . pend1d1kan, N
L péfusahaan, orgamsas1 ~ politik, organisasi

' '“"..kemasyarakatan ’ dan‘v ' perseorangan dalam o

j‘:} dan bemegara

e langsung dalam keg1atan penclpta AI‘Slp dan dlSlmpan

Ar81p D1nam1s adalah ArSlp yang dlgunakan secaraj o

| selama Jangka waktu tertcntu

s

fArs1p “aktif »adalah Al'Slp "yang v frekuensi-,

- i_.penggunaannya t1ngg1 dan / atau terus menerus

16
S _-'_ ﬁpenggunaannya telah menurun

Arsip  inaktif | adalah Ar81p yang frekﬁensi o

'Akses Arsxp adalah ketersedlaan AI‘Slp sebaga.l hasﬂv |

- dan kewenangan hukum dan otonsa31 legal serta‘-’

keberadaan sarana bantu untuk mempermudah

o penemuan dan pcmanfaatan Ar31p

18

K1a81ﬁka31 keamanan Ar31p Dmamls adalah

| pengkategonan/ penggolongan Ar51p d1nam1s .

}‘ berdasarkan pada tmgkat kesenusan dampak yang" |
R "dltlmbulkan terhadapkepentmgan dan keamanan
R negara publlk dan perorangan ' : |

| E 19. K1a81ﬁkas1 Akses Ars1p D1nam1s adalah pengkategorlan

g pengaturan ketersedlaan ArS1p d1nam1s sebaga_t hasﬂ'

o ’dar1 kewenangan hukumdan otontas Iegal penCIpta o
o .»: 'Ar31p untuk mempermudah pemanfaatan Ar31p |
20,

B "perhndungan terhadap ﬁ31k dan 1nforma31 Ar81p

':Pengamanan Ar31p D1nam1s adalah program -‘

vd1nam1s berdasarkan klas1ﬁka81 keamanan yang

. R dltetapkan sebelumnya



o1

Rahasm adalah klas:fikas1 1nformasx dan Al‘Slp yang

' apabﬂa diketahui oleh plhak yang tidak berhak dapat

22.

mengaklbatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan
negara, sumber daya nasmnal ,dan/atauv ketertiban
umum. | . _ o

Terbatas adalah klas1ﬁka31 mformam dan Arsxp yang
apabﬂa dxketahul oleh plhak yang tidak berhak dapat

o mengaklbatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan

23.

fungsx lembaga pemerintahan.
Blasa/ Terbuka adalah klasn”ika31 1nforma31 dari Ars1p ‘

'yang apablla d1ketahu1 oleh publxk tidak meruglkan

- 24,

siapapun.

Penggunaan Ar31p adalah adalah keglatan penyedlaan

dan pemanfaatan Ars1p bag1 kepentmgan pengguna

" Arsip yang berhak.

- 25.

‘Pengguna internal adalah setlap orang atau umt kexja

 yang menggunakan Ar31p dan berasal dan Pemerintah

L Daerah.

' 26.

Pengguna ekstemal adalah setlap orang atau bada.n

- hukum yang menggunakan Ar31p dan berasal dan luar ‘

- Pemerintah Daerah.

27.

Pegawa.l adalah Pegawa1 di lmgkungan Pemermtah

- Daerah dan/ atau Pemenntah Desa

28,

Pejabat adalah Pejabat di lmgkungan Pemermtah

| Daerah dan/ atau di lmgkungan Pemermtah Desa.

00,

Arsiparis adalah seseorang yang mem111k1 kompetensx

odi b1dang kear31pan yang dlperoleh melalu1 Pendidikan
" formal dan/ atau Pcndldlkan dan pelatlhan kearsipan

- serta mempunya1 fung31, tugas dan tanggung Jawab

30.

melaksanakan keg1atan kearmpan , ,
Petugas pengelola Ar31p adalah - seseorang yang

mendapat tugas pengclolaan di bidang kearmpan serta

‘ ~>; mempunyai fungsi dan tanggung Jawab melaksanakan

T keglatan kearsxpan



31. Staf adalah pegawai di Iiﬁgkungan Pemerintah Daerah
dan/atau di 1ihgkungah Pemerintah Desé yang tidak
memangku jabatan struktural. Publik adalah warga
negara atau badan hukum yang mengajukan

permohonan untuk mengakses Arsip dinamis.

~ BABII
ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Asas -

v Pasal 2

(1) K1a81ﬁka31 Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di
l1ngkungan Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah
dilaksanakan dengan menggunakan asas gabungan,
yaitu sentralisasi dalam penctapan kebijakan dan
desentralisasi dalam pelaksanaan

(2) Penetapan kebl_]akan dalam k]aSlﬁkaSI keamanan dan
akses Arsip Dinamis sebagaxmana dimaksud pada ayat
(1) meliputi: o
a. penyusunan dan penerapan} peraturan ;
b. sumber daya manusia ; dan .

c. sarana dan prasarana.

 Bagian Kedua
Maksud dan 'I‘ujuan

, Pasal 3

Maksud d1tetapkannya Sistem Klasifikasi Keamanan dan

Akses Arsip Dinamis adalah untuk:

a membenkan acuan teknis dalam pengelolaan Ar31p
Dinamis di lingkungan Pemerintah Daerah

b. memberikan petunjuk kepada Perangkat Daerah agar
dapat mengamankan dan mematuhi kewenangan akses

" terhadap klasifikasi informasi Arslp‘Dmmms yang telah

ditetapkan; | -



‘»;c. mendorong Perangkat Daerah agar memberkaskan S

Ars1p aktlf dan menata Ar31p 1nakt1f un1t ker_]anya secara'_ - "_'
tertlb yang dlsertal dengan daftar Ar51p akt1f dan daftar'

AI‘Slp 1nakt1fnya, TR AR

d_ mehndungl ﬁsxk dan 1nforma31 Ar31p D1nam1s dan S

kerusakan dan kehllangan sehmgga ketersedlaan,*‘ o

keterbacaan keutuhan otentlsltas dan reahb1htas Ars1p o

dapat tetap teqaga,

- e. mehndungl Ar31p Dlnarms dan pengaksesan Yang 4 dak L

sesua1 aturan sehmgga dapat dlcegah ter_]admya ,,

penyalahgunaan ArS1p oleh plhak yang tldak berhak“i:,?_-". .

o ) untuk tuJuan dan kepentmgan yang tldak sah

Pasal 4

o 'I‘ujuan dltetapkannya Slstem K1a31fika31 Keamanan dan;

Akses Ars1p D1nam13 adalah untuk Dl v |
a menyedlakan layanan 1nforma31 AI‘Slp Dmanns kepadav o

pubhk secara cepat tepat murah dan aman, |

b menJarmn tersedlanya 1nformas1 Arsm D1nam1s d1 - S

hngkungan Pemermtah Daerah dan Pemenntah Desa: R

yang dlkategonkan terbuka dan dapat dlakses seluas- o :

luasnya oleh publlk

c menjamm keamanan Ar81p D1nam1s bag1 mformas1 |

: yang dlkecuahkan

d mequudkan ter01ptanya kcnyamanan bekelja bagl_'-“?"

seluruh Pegawa1

PRINSIP DASAR KLASIFIKASI KEAMANAN DAN S
| AKSES ARSIP DINAMIS R ‘-

Pasal 5

(l) Pnn81p dasar dalam pcnetapan klaSIﬁkas1 keamanan’ L B

Armp Dlnamls ada.lah

. a. mcmperhatlkan tmgkat kesenusan dampak yang}’ PN

t1mbu1 apablla 1nforma31 yang terdapat dalam Ars1p “ o ‘, .

Dlnarms dlsalahgunakan oleh plhak yang udak'



berhak untuk tujuan dan képentingan yang tidak
sah; ‘ '
b. penctapan Kklasifikasi keamanan Arsip Dinamis
- harus disertai alasan sebagai dasar pertimbangan
dalam menentukan tingkat klasifikasi. |
2) Pnnmp dasar dalam penetapan hak akses Arsxp
Dinamis meliputi: ’
a. pengaksesan Arsip Di_namis hanya dapat dilakukan
~ oleh pejabat dan staf yang mempunyai kewenangan
untuk akses; » o
b. pejabat yang lebih tinggi kedudukannya dapat
mengakses Arsip Dinamis yang dibuat oleh pejabat
atau staf di bawahhya sesuai dengan} hierarki
kewenangannya dalam struktur organisasi; dan |
< Pejabat atau staf yang lebih réndah kedudukannya
tidak dapait mengakses Arsip Dinamis yang dibuat
oleh pejabat diatasnya kecuali sebelumnya telah

diberikan izin oleh pejabat yang berwenang.

BAB IV
KLASIFIKASI KEAMANAN DAN HAK AKSES
ARSIP DINAMIS |

Bagian Kesatu
Kctentuan Sistem Kla31ﬁkas1 Keamanan dan

- Akses Arsip Dinamis

‘Pasal 6
" Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di
lingkungan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa
disusun dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Arsip Dinamis yang tercipta di lingkungan Pemerintah
' Daerah dan Pemerintah Desa diklasifikasikan menjadi
" informasi biasa/ terbuka, terbatas, dan rahasia;
b. Teknis pengamanan Arsip Dinamis dan Pengaturan
akses Arsip Dinamis dilakukan berdasarkan tingkat
ldaéiﬁkasi informasi Arsip $ebagaimana dimaksud pada |

huruf a;



C

Sétiap Pegawai/ Peraingkat Desa hanya' dapat

o mengakses ArS1p yang berada pada tanggung Jawab dan

d

kcwenangannya
Publik dapat mengakscs mformam d1 hngkungan ‘

Pemenntah Daerah dan Pemerintah Desa yang :

- dikategorikan terbuka sesuai dengan prosedur yang
“telah ditentukan. o

Bagian Kedua

Penyusunan Klasifikasi Keamanan dan Pencntuan Hak

Akses Arsip Dinamis

Pasal 7

Penyusunan Klasifikasi keamanan dan penentuan hak

akses Arsip Dinamis dilakukan pada lingkup penciptaan

dan penggunaan Arsip dengan memperhatxkan

a

b
c
d

identifikasi ketentuan hukum

- analisis fungsi unit kerja dalam orgamsam,

analisis jabatan; dan
analisis resiko.

Pasal 8

Identifikasi ketentuan hukum sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 7 huruf a digunakan sebagai dasar penentuan

klasifikasi keamanan dan hak akses Arsip Dinamis

berpedoman pada:”

a

b .

peraturan perundangan-undangan di b1dang kearsxpan, ‘
peraturan perundang-undangan dibidang keterbukaan

~ informasi publik;

peraturan perundang-undangan di bldang transaksi

- dan informasi elektronik;

peraturan perundang-undangan lain yang terkait

- dengan Klasifikasi keamanan dan akses Arsip dinamis.

(1)

Pasal 9

_ Analisis fungsi unit ker_]a dalam ~ organisasi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b

~dipergunakan untuk menentukan unit kerja yang



. mem1hk1 fungsi strategls bagi organ1sas1 berdasarkan -

e

T

@

fung81 substantlf (kegiatan utama) dan fung31 fas111tat1f -

,(keglatan pendukung) sesuai dengan urusan

Pemermtah Daerah atau Pemerlntah Desa.

Ar31p yang dlhasﬂkan dari anahsls fungsx unit kerja
dalam organisasi d1k1a81ﬁka81kan berdasarkan nilai
strateg1s bagl 1nd1v1du, masyarakat orgamsam dan

‘negara.

Pasal 10

Anahsls jabatan sebagalmana dlmaksud dalam Pasal 7 |

huruf ¢ dlgunakan untuk melakukan analisis sumber
daya manusia sebaga1 penanggung jawab dan
pengelola Ar31p yang ‘berisikan  suatu catatan
sistematis tentang tugas dan tanggung Jawab suatu
_]abatan tertentu, yang d1ura1kan berdasarkan B

- fungsinya dalam struktur orgamsam =

Analisis Jabatan dilakukan terhadap

-a. identifikasi Jabatan, berisi 1nforma51 tentang nama

e Jabatan dan bagian dalam suatu organisasi;

b. fung81 jabatan berisi penjelasan tentang keglatan -
“yang dllaksanakan berdasarkan_ “struktur

~ organisasi; . | |

c. t tugas-tugas yang harus dxlaksanakan, - a

d. pengawasan yang harus dxlakukan dan yang
:?'dltenma o : o ’

€. anahsls jabatan menghasxlkan penggolongan

: persoml yang mempunya1 wewenang dan tanggung

- jawab dalam pembuatan penanganan, pengelolaan

" keamanan 1nformasl dan ‘dlben hak akses Arsip

- Dinamis.

f. penggolongan ﬁeréohil 'sebagair'nana "diniaksﬁd -
“dalam  huruf e - adalah untuk men_]amln )
| pehndungan pengamanan informasi dan tlngkatan |
: ‘hak akses Arsip Dinamis yang terdiri dari:
1. penentu kebl_]akan

o2 pelaksana kebuakan, dan ' |

B 3 pengawas



| Pasal 11 ) |
4y Analisis resiko sebagaimaha dimaksud dalam Pasal 7
huruf d dipergunaka‘nv untuk  memberikan
pertimbangan terhadap pengklasifikasian keamanan
dan hak akses Arsip Dinamis. ' | f
(2) Analisis resiko dilakukan untuk- mengetahul dampak
keruglan yang dmmbulkan terhadap keamanan
individu, masyarakat, orgamsam, dan negara apablla
‘suatu Arsip diakses oleh orang yang tidak berhak.

Bagian Ketlga

Kategon Klas1fika31 Keamanan Ars1p Dmamxs

Pasal 12
1) ArSip Dinamis di lingkungan Pemerintah Daerah dan
Pemerintah Desa berdasarkan klasifikasi keamanan
Arsip terbagi menjadi 3 (tiga) kategori, yaitu:
a. biasa/ terbuka;
~ b. terbatas;
c. rahasia.
(2) Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di
lingkungan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa
tefcantum dalam Lampiran I yang méfupéikan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- Bagian Keempat v
Penggolongan Hak Akses Arsip Dinamis Di Lingkungan
Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa

Pasal 13

(1) Penggolongan pengguna yang berhak untuk mengakses
Arsip Dinamis  di lmgkungan Pemenntah Daerah
mellputl ‘
a Pengguna Internal;
b. Pen‘gguna Eksternal.

(2) Penggolongan pengguna yang berhak untuk
mengakses Arsip Dinamis di lingkungan Pemerintah



| “:Desa mehputl |
E a Pengguna Internal
»f:b Pengguna Ekstemal

Pasal 14

o 1) pengguna Internal yang berhak untuk mengakses

L ,}jvjAr31p Dmamls d1 llngkungan Pemenntah Daerah -
S sebaga1mana dlmaksud da.lam Pasal 13 ayat (1) huruf -

| ja. Penentu kebljakan

1 leplnan tlngkat tertmgl, yautu Bupat1 dan Wakq ;5 ,‘ ‘;‘j‘ .

Bupat1

o -_}_ | ’:2 P1mp1nan tlngkat tmggl yaltu Sekretans Daerah o

3 leplnan tlngkat menengah yaltu pejabat‘fl o

p1mp1nan t1ngg1 pratama (peJabat struktural . :" -

e setara cselon I1. b)
T b Pelaksana kebgakan
e *f‘Pengawas 1nternal |

o (Q)Ajﬁf:Pengguna Internal yang berhak untuk mengakses Ar31p o

i viDlnarms di lmgkungan Pemenntah Desa sebagannana o S

PR ”_ff'ldlmaksud dalam Pasal 13 ayat (2] huruf a, mehputl BUREN

a. Penentu kebl_]akan Sl e S
l meplnan tlngkat tertlngl, ymtu Kepala Desa

2 lepman tlngkat tlnggl, yaltu Sekretans Desa, | 1‘. -

b Pelaksana kcblj akan

c. Pengawas 1nternal

Pasal 15

o Penentu kebljakan sebagalmana dlmaksud dalam Pasal 14_ ;

L ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a mempunyai-; o
i f'kewenangan untuk mengakses seluruh Ar31p yang berada y S
. ~dibawah - kewenangannya dengan ketentuan sebaga1 LT
. berikut: | Nt ST
o a plrnplnan tmgkat tertmggl mempunyal kewenangan"’ _’

untuk mengakses seluruh Arsxp yang berada d1 bawah :
kewenangannya s S ,

i b plmplnan tmgkat ﬁngg1 mempunyal kewenangan untuk- .

| mcngakses seluruh Ar31p d1 bawah kewenangannya,f .
“namun: t1dak d1benkan ‘hak akses untuk mengakses
1nformas1 yang terdapat pada plmplnan tlngkat tertlnggl -



C

)

(2)

(3)

piihpinan‘ tingkat menéﬁgah mempunyai kewenangan
untuk mengakses seluruh Arsip di bawah
kewenangannya, namun tidak diberikan hak akses
untuk mengakses informasi yang terdapat pada
pimpinan tingkat‘ tertinggi, pimpinan tingkat tinggi dan
yang satu level di luar umt kexjanya kecuah telah

mendapatkan izin.

: | Pasal 16 |
Pelaksana kebijakan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 14 ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b
mempunyai kewenahgan untuk mengakses seluruh
Arsip Dinamis dengan tingkat klasifikasi biasa/ terbuka
dan terbatas yang berada di bawah kewenanga.nnya
'tetapl tidak diberikan hak akses untuk Arsip Dinamis
dengan tmgkat kIasxﬁkas1 terbatas dan rahasia yang
terdapat pada pimpinan tingkat tertinggi, pimpinan
tingkat tinggi, pimpinan tingkat mcnengah, dan yang |
satu tingkat dengan unit kerjanya kecuali telah
mendapatkan izin. |
Pelaksana kebijakan sebagaxmana dxmaksud dalam
Pasal 14 ayat (1) huruf b d1 llngkungan Pemenntah
Daerah terdiri atas :

‘a. Pejabat Admmlstrator (peJabat struktural setara
~ eselon III); '
b. Pejabat Pengawas (pejabat struktural setara eselon
IV);' . ,‘ v ] v
c. Pejabat Fungsional ‘Arsiparis;
d. Petugas Pengelola Arsip;} |
Pelaksana (pejabat struktural setara eselon V) dan

-~ staf, A
Pelaksana kebijakan seba»gaimana’ dimaksud dalam
Pasal 14 ayat (2) huruf b di lingkungan Pemerintah Dé_sa
terdiri atas : kepala urusan, kepala seksi, kepala dusun,

Aféiparis, Petugas Pengelola Ai'sip, dan staf.



» .

, v Pasal 17 |
Pengawas Internal :sebagaimana dimaksud dalam Pasal"v 14
ayat (1) huruf c¢ dan ayat (2) huruf c mempunya.l
kewenangan untuk mengakses seluruh ‘Arsip
Dinamis pada Pencipta Arsip dalam rangka melaksanakan
fungsi pengawasaﬁ internal sesuai dengan ketentuan .

peraturan perundang—undangan._

Pasal 18

‘Pengguna Eksternal sebagaimana dimaksud dalam Pasal

13 ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b meliputi:

a Publik mempunyai hak untuk mengakses seluruh
informasi dengan kategon biasa/ terbuka;

b. Pengawas eksternal mempunyai hak untuk mengakses'
seluruh Arsip Dinamis pada Pencipta Arsip dalam
rangka - melaksanakan = fungsi pengawasan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang—undangan |
seperti: pengawasan yang dilakukan oleh Badan
Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan
Keuangan dan Pembangunan (BPKP)

c. Aparat penegak hukum mernpunya1 hak untuk
mengakses Arsip Dinamis pada Pencipta Arsip yang
terkait dengan perkara atau proses hukum yang
sedang ditanganinya dalam rangka melaksanakan

: fung31 penegakan hukum :

BAB V |
~ PENGAMANAN ARSIP DINAMIS

Pasal 19

(1) Pengamahan Arsip Dinamis dilakukan oleh Pencipta

Arsip terhadap fisik dan informasinya sesuai dengan
tingkat klasifikasi keamanan dan akses Arsip dalam
bentuk penyimpanan dan penyampaian sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pengamanan Arsip Dinamis dalam penyimpanan Arsip
sebagaimana dimaksud pada huruf (a) meliputi sarana
dan prasarana, penentuan pengelola Arsip serta Daftar

’ Ar31p Terbatas dan Daftar Arsip Raha81a '



)

Pasal 20 : .
Sarana dan prasarana yang dlgunakan dalam'
pengamanan Arsip Dinamis sebagalmana dimaksud

dalam Pasal 19 ayat (2) berupa sarana - perangkat .

- keras (hardware) dan perangkat lunak (software).
@

~ pada ayat (1) meliputi:

Perangkat keras (hardware) sebaga.lmana dlmaksud |

~ a Sarana peny1mpanaﬁ Arsip konvensmnal berupa: f

()
, pengelola Arsxp sebagalmana dlmaksud dalam Pasal 16

rak Arsip (filling cabinet) untuk menyimpan Arsip
;_Dinamis ’der‘lgan' klasiﬁkéSi -keamanan ‘kategori
‘biasa/ terbuka dan terbatas, dan brankas atau
lemari besi untuk Arsip Dinamis dengan Kklasifikasi
rkeamanan kategon rahas1a, .
b. Sarana penylmpanan Arsxp media baru berupai
lemari AI'Slp sesual dengan tlngkat klamﬁkasi»
informasi; dan prasarana berupa ‘ ruang'
penylmpanan yang representatlf sesuai - dengan
- tingkat kla81ﬂka81 informasi | dengan “dilengkapi
| pemasangan kamera pengawas (CCTV) dan kun01

pengamanan ruangan

- & Perangkat lunak (software) sebagmmana dlmaksud

pada huruf (a) mehputl - o ;
L daftar Arsip aktif, Arsap inaktif, texjaga dan v1ta1 v
2, aphka31 pengclolaan Ar31p aktlf dan maktlf

: Pasa121 o

Pe_]abat Fungsmnal Ars1pans dari/atau petugaS'

: ayat (2) harus mempunya1 j1wa yang profesmnal secara

substan31 kcar31pan maupun dalam dedlka31 dan

. 1ntegr1tas ’

Pcnun_]ukan Pegawa1 sebagai Pejabat - Fungsmnal

Ar51pans dan/ atau ~pengelola AI‘Slp sebagalmanav

dxmaksud pada ayat (1) dltetapkan oleh

a Bupau ‘untuk pengelolaan Ar51p Dma.rms dl'
lingkungan Pemerintah Daerah | |

b Kepala Desa, untuk pengelolaan Ar81p D1nam1s di

hngkungan Pemenntah Desa.
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Pasal 22

Penciptaan daftar Arsip terbatas dan daftar Arsip rahasia

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2)

merupakan acuan pembatasan akses yang digunakan oleh

penyedia informasi yang berada di pusat pengelola Arsip

(central file) dan pusat Arsip (records center).

)

@)

(1)

(2)

| - Pasal 23 |
Penyimpanan dalam rangka pengamanan Arsip
Dinamis dilakukan sesuai tingkat klasifikasi

keamanan dan akses ArSip_ Dinamis dengan

“memperhatikan media Arsip.

Ketentuan penggunaan, prasarana dan sarana
penyimpanan Arsip Dinamis sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran
Il yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Bupati ini.

Pasal 24

Penyampaian dalam rangka pengamanan Arsip

Dinamis harus dilakukan sesuai tingkat klasifikasi
keamanan dan hak akses Arsip Dinamis dengan
menggunakan media pengiriman yang dilindungi.
Prosedur pengiriman Arsip Dinamis berdasarkan
Klasifikasi keamanan dan akses Arsip sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam
Lampiran III yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. |




‘;'I'KETENTUANZPENUTUP S

Pasal 25

| _,iPeraturan Bupat1 mu1a1 bcrlaku pada tanggal .

S dlundangkan

o f;_Agar setlap orang mengetahulnya memenntahkan‘_;:’~ -7'

.ﬁ_f;::.":pengundangan Peraturan Bupat1 dengan‘f ; o

S penempatannya d alam Benta Daerah Kabupaten‘ | |

vD1tetapkan di Karanganyar
pada tanggal 4 Juli 20 19 -

Dlundangkan d1 Karanganyar o
., pada tanggal 4 Juli 2019 s L T T
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